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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (Q.S Ali
Imran: 139)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang tulus dan
ikhlas."
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akhir penulis dapat menyelasikan skripsi ini dengan baik

Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dalam suka dan duka selama masa
kuliah






ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTAWASIAT
YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

AQILA RAUDHA MERAKSA

Akta ini memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dibuat sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya, terdapat
akta wasiat yang ternyata mengandung cacat hukum, baik karena tidak memenuhi
syarat formil maupun materiil, seperti ketidakcermatan dalam pencantuman
identitas para pihak, ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak pewaris, hingga
kelalaian dalam prosedur pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris dalam hal akta wasiat yang
dibuatnya cacat secara hukum, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap
keberlakuan akta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai
pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan moral dalam
menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Tanggung Jawab Notaris, Akta Wasiat, Cacat
Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab notaris dalam konteks teks pembuatan surat wasiat
menjadi sangat penting karena notaris berperan sebagai pejabat umum yang
diharapkan dapat menjamin keabsahan dan ketentuan tata cara pembuatannya
serta menegakkan kepentingan hukum para pihak yang terkait. Surat wasiat yang
cacat hukum dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang rumit, antara lain
sengketa waris dan dampak sosial yang merugikan ahli waris, sehingga
menimbulkan kebutuhan dan penilaian sejauh mana tanggung jawab notaris dalam
memeriksa, memberikan tenggang waktu, dan memastikan surat wasiat yang
dibuat telah memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Kesadaran akan tanggung
jawab tersebut menjadi semakin mendesak mengingat banyaknya kasus yang
timbul akibat surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga
berpotensi merugikan pihak yang seharusnya menerima surat wasiat tersebut.
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, ketika terjadi akta
yang cacat hukum maka notaris memiliki tanggung jawab hukum atas akta yang
dibuatnya, namun apabila terdapat unsur-unsur yang melawan hukum
didalamnya.'

Selain kewenangan notaris dalam jabatannya yaitu membuat akta otentik,

akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang terkuat dan terlengkap, mempunyai

! Darmayenti dan Khairani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum
Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 1 (2024): 1,
https://doi.org/10.31933/ujsj.\v8i1.483.



peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat,” terhadap segala perbuatan, perjanjian dan, beberapa kewenangan

notaris dalam menjalankan jabatannya juga diatur, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

1.

7.

Mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam buku khusus;

. Mencatat surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam

buku khusus;

. Membuat salinan asli surat di bawah tangan dalam bentuk salinan yang

memuat uraian sebagaimana tertulis dan diuraikan dalam surat yang

bersangkutan;

. Mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

. Membuat Akta yang berkaitan dengan tanah; atau

Membuat risalah lelang.

Kewenangan yang dimiliki oleh notaris berdasarkan Undang-Undang,

dapat diketahui bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan yang harus memiliki

keahlian khusus yang dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki

tanggung jawab yang berat dalam melayani kepentingan masyarakat. Dalam

menjalankan jabatan sebagai notaris terdapat kewajiban yang harus dijalankan

sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang

? Oemar Moechthar, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, ed. oleh Airlangga University

Press

(2017),https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_Teknik_Pembuatan_Akta.html?hl=id
&id=ZsOCDwWAAQBAJ&redir_esc=y.



menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris
berkewajiban untuk:

a. Bertindak secara amanah, jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan
melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan
hukum;

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;

c. Melampirkan surat-surat dan dokumen serta cap jari para pihak pada
Minuta Akta;

d. Menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak cermat, yang dapat
diartikan bahwa Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta otentik harus
memeriksa dokumen para pihak dalam proses pembuatan akta otentik. Akta yang
dibuat oleh Notaris dikenal ada 2 jenis akta-,yaitu:

1. Akta Pelepasan atau Akta Resmi

Akta ini disebut sebagai akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga
dengan akta risalah, yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat
keterangan otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau
suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan
tugasnya sebagai notaris. Misalnya, Akta risalah Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas.



2. Akta Partij
Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partai yaitu akta yang
dibuat dihadapan notaris yang berisi uraian tentang apa yang diterangkan atau
diceritakan oleh para pihak yang menghadap notaris.>
Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang
mengikat dan bersifat memaksa, artinya hakim harus menganggap bahwa semua
peristiwa hukum yang tercantum dalam akta otentik tersebut adalah benar, kecuali
apabila ditemukan alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian
akta tersebut, dalam hal ini akta notaris yang merupakan alat bukti dalam perkara
perdata. Sedangkan dalam perkara pidana, akta yang dibuat oleh notaris
merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam
memberikan alat bukti, atau dengan kata lain bersifat bebas.

Pembuatan akta merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum
didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti.* Alat bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang
dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum tersebut
lebih mengikat, biasanya para pihak menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam
akta otentik yang dibuat oleh Notaris.” Notaris sebagaimana yang tercantum
dalam Kongres Luar Biasa. Dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, kewajiban seorang

Notaris diuraikan sebagai berikut:

* Darusman, Yoyon Mulyana. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Vol. 7 No 1, 2016, him. 40

* AnitaAfriana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian
SengketaPerdatadi IndonesiaTerkait AktaYang Dibuatnya, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,
Vol. 1 No. 2, 2020, him. 248.

® PutraArafaid, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Aktaln Originali, Jurnal 1US
Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 Tahun 2017, him. 511.



1) Memiliki akhlak dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum;

2) Tidak hanya menghormati, tetapi juga wajib menjunjung tinggi harkat

dan kehormatan Jabatan Notaris;

3) Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan

Perkumpulan;

4) Seorang Notaris wajib memiliki perilaku jujur, sifat mandiri, tidak

memihak dan dapat dipercaya, teliti, penuh rasa tanggung jawab;

5) Menambah ilmu dan keahlian dalam profesi yang digelutinya tidak

terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.

Pembuatan surat wasiat merupakan salah satu bagian penting dari hukum
waris yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dari
pewaris. Dalam hal ini, Notaris memegang peranan penting sebagai pejabat yang
berwenang membuat surat wasiat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab untuk memastikan
akta yang dibuatnya telah memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal
ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai juru tulis, tetapi juga
sebagai penasihat hukum yang perlu memiliki pemahaman hukum yang telah
ditetapkan.® Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai juru
tulis, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang perlu memiliki pemahaman
hukum yang jelas.

Akan tetapi, dalam praktiknya surat wasiat notaris sering kali memiliki

cacat hukum. Cacat hukum tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara

® Suharto, D. (2015). Dasar Hukum Jabatan Notaris: Sebuah Kajian. Jurnal Hukum, 11(1), 12-
25.



lain tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan kurangnya pemahaman
notaris ternadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan
antar ahli waris yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Salah satu penyebab utama terjadinya cacat hukum dalam surat wasiat
adalah karena notaris kurang memahami hukum waris dan peraturan tentang
pembuatan surat wasiat. Notaris yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang
memadai dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta, yang dapat
berakibat hukum yang serius bagi pembuat surat wasiat dan ahli warisnya.”

Selain itu, tekanan dari pihak tertentu juga dapat mempengaruhi integritas
notaris dalam membuat surat wasiat. Notaris dapat merasa tertekan untuk
menuruti keinginan pihak tertentu, padahal hal tersebut bertentangan dengan
ketentuan hukum. Keadaan ini menunjukkan pentingnya etika profesi Notaris,
yaitu mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan
tugasnya.®

Peran notaris sebagai penasihat hukum tidak boleh diabaikan. Seorang
notaris harus mampu menjelaskan secara gamblang kepada kliennya tentang
implikasi hukum dari isi akta yang dibuatnya. Notaris harus mampu
berkomunikasi secara efektif, karena informasi yang tidak jelas atau
kesalahpahaman antara notaris dan klien dapat mengakibatkan dokumen yang

dibuatnya menjadi cacat hukum.’ Pengawasan terhadap jasa notaris juga

" Prasetyo, J. (2018). Pendidikan Notaris dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Akta Wasiat.
Jurnal Pendidikan Hukum, 7(2), 55-70.

® Karim, M. (2019). Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat. Jurnal Etika dan
Hukum, 8(3), 20-35.

® Sari, R. (2020). Komunikasi Efektif dalam Praktik Notaris: Tinjauan Hukum. Jurnal
Komunikasi Hukum, 5(2), 77-89.



merupakan aspek yang sangat penting untuk menghindari cacat hukum dalam
pembuatan surat wasiat. Mekanisme pengawasan yang efektif membantu
memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, asosiasi profesi dan badan
pengawas memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan profesionalisme
Notaris.*

Kekurangan hukum dalam suatu perkara tidak hanya berdampak pada
pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak pada citra profesi Notaris
secara keseluruhan. Publikasi kasus kekurangan hukum dapat melemahkan
kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pegawai negeri sipil yang

bertanggung jawab secara sosial.'!

Oleh karena itu, penting untuk memahami
tanggung jawab notaris dalam konteks ini agar profesi notaris tetap dihormati dan
dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan
penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

JABATAN NOTARIS”

B.Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akta wasiat cacat hukum yang dibuat notaris menurut

undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris?

' Wibowo, E. (2021). Pengawasan terhadap Praktik Notaris: Studi Kasus dan Rekomendasi.
Jurnal Notariat, 11(1), 60-75.

" Indrawati, S. (2022). Pengaruh Cacat Hukum Akta Terhadap Citra Notaris. Jurnal Notariat,
10(1), 30-42.



2. Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap pembuatan akta

wasiat tertutup yang mengandung cacat hukum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hal menjelaskan tanggung jawab
Notaris dalam membuat Akta Wasiat yang mengandung cacat hukum
mengenai surat wasiat tertutup.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Mengetahui lebih detail mengenai akta wasiat cacat hukum yang dibuat
notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

2. Mengidentifikasi pertanggung jawaban notaris terhadap pembuatan akta
wasiat tertutup yang mengandung cacat hukum.

Manfaat dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Penelitian ini dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik
bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka, khususnya untuk
menghindari pembuatan akta yang cacat hukum.

2. Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,
khususnya hukum perdata, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat umum
yang terlibat dalam pembuatan wasiat. Masyarakat bisa lebih memahami
hak-hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang benar dalam membuat

wasiat.



E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan keseluruhan orientasi dan asosiasi logis dari

apapun dan segalasesuatuyang membentuk pemikiran, struktur, rencana, dan
praktik yang mendasari serta implementasi seluruh proyek penelitian."> Kerangka
konseptual merupakan pemahaman dasar dalam sebuah tulisan yang memuat
istilah-istilah, batasan-batasan, dan pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan
dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kerancuan dalam penafsiran
dan untuk memudahkan pemahaman dalam uraian di bawah ini, maka akan
dipaparkan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul tesis
ini sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab Notaris
Merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang

berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik.

Berikut ini adalah beberapa peran dan tanggung jawab notaris yang

dirangkum dari pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris:

1. Membuat akta

Notaris mempunyai tanggung jawab membuat akta otentik sesuai dengan

keinginan pihak yang berkepentingan dan menjamin kepastian tanggal

" Ravitch, S. M. & Riggan, M. (2017). How conceptual frameworks guide research. 2nd Edn.
Los Angeles, CA: Sage.
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pembuatan akta, penyimpanan, serta pembuatan salinan, grosse (salinan
pertama), dan cuplikan akta.

2. Pengesahan tanda tangan
Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan tanda tangan dan
menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan cara
mencatatnya dalam buku khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2
huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Membuat dan mengesahkan salinan surat/akta
Sebagai tugas utamanya, notaris juga bertugas membuat salinan atau copy
asli surat dinas berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis
dan diuraikan dalam surat yang bersangkutan. Notaris juga melakukan
verifikasi kesesuaian antara fotocopy dengan surat aslinya.

4. Memberikan penyuluhan tentang hukum dan pertanahan
Notaris pada umumnya juga berperan dalam memberikan penyuluhan
hukum terkait pembuatan akta. Selain itu, notaris juga dapat membuat
akta-akta yang berkaitan dengan tanah atau membuat akta risalah

lelang..”
2. Notaris

Menurut peraturan perundang-undangan, perihal jabatan notaris diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Merujuk

® Algonz D.B. Raharja, “Notaris Adalah: Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Beserta
Perbedaannya dengan PPAT,” 2022, https://www.ekrut.com/media/notaris-adalah.


http://www.ekrult.com/medial/notalris-aldallalh
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pada Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
disebutkan bahwanotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat
akta otentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan.” Notaris merupakan pejabat umum yang
bertugas sebagai saksi yang tidak memihak dalam penandatanganan akta-

akta hukum.?

Penandatanganan akta-akta tersebut pada umumnya meliputi
jasa kenotariatan seperti akta-akta hak milik, real estate, surat pernyataan,
surat wasiat, perwalian, dan surat kuasa. Notaris merupakan subjek hukum
yang dapat digunakan untuk menciptakan keadaan yang dapat dipercaya
bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, notaris merupakan
pejabat umum yang mempunyai kekuasaan hukum tertentu yang berwenang
membuat akta-akta dan mengesahkan beberapa surat seperti perjanjian, surat
wasiat, dan akta.

3. Akta Wasiat

Surat wasiat dapat dikatakan sebagai surat wasiat yang aman, yaitu akta
yang berisi pernyataan dari seseorang tentang apa saja yang diinginkannya
ketika meninggal dunia. Aturan mengenai surat wasiat telah dijelaskan

dalam Pasal 874 KUH Perdatayang menyatakan bahwa segala harta warisan

dari orang yang meninggal dunia menjadi milik para ahli waris berdasarkan

“ M.S. Prof. Dr. H. Salim HS. S.H., Peraturan Jabatan Notaris (2021), 13,
https://books.google.co.id/books/about/Peraturan_Jabatan_Notaris.html?hl=id&id=96FOEAAAQ
BAJ&redir_esc=y.

" Algonz D.B. Raharja, “Notaris Adalah: Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Beserta
Perbedaannya dengan PPAT,” (2022), https://www.ekrut.com/media/notaris-adalah.


http://www.ekrult.com/medial/notalris-aldallalh
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undang-undang yang berlaku.'® Jadi dapat dikatakan bahwa apa itu surat
wasiat akan mengatur segalahartabendayang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal duniadan akan sepenuhnya menjadi milik para ahli waris selama
ahli waris tersebut belum menentukan ketentuan yang sah. Maka apabila
ditemukan tentang bagaimanajika ahli waris mengabaikan surat wasiat
tersebut yang mana surat wasiat dari ahli waris tersebut harus didahulukan.
Surat wasiat yang telah dibuat oleh ahli waris tersebut tetap dapat diubah
atau direvisi namun apabila ahli waris tersebut masih hidup. Sedangkan para
ahli waris berkewajiban dan sah untuk melaksanakan isi surat wasiat
tersebut.
4. Wasiat tertutup
Wasiat pribadi adalah suatu jenis surat wasiat (wasiat) yang dibuat
oleh seseorang, secaratertulis, dan disimpan agar tidak diketahui orang lain,
termasuk orang yang menerima wasiat itu. Dalam wasiat tertutup, pembuat
wasiat tidak mengungkapkan isi wasiatnyakepada pihak lain, termasuk pihak

yang berhak menerima warisan pada saat pembuatannya.

Isi surat wasiat baru terungkap setelah meninggalnya orang yang
menulis surat wasiat tersebut. Surat wasiat tertutup biasanya diserahkan
kepadanotaris atau orang yang dipercaya untuk disimpan. Agar tetap sah,
suatu surat wasiat tertutup harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti
ditandatangani oleh seorang eksekutor dan dibuktikan oleh dua orang saksi

yang memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Jenis surat wasiat ini

*® Redaksi justika, “Apa Itu Surat Wasiat: Pengertian, Cara Membuat dan Aturannya Dalam
Islam,” 2022, https://blog.justika.com/keluarga/apa-itu-surat-wasiat/.
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sering dipilih ketika isi surat wasiat harus dirahasiakan sampai suatu saat
setelah kematian orang tersebut. Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat
pribadi terdapat dalam Pasal 973 hingga 977 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata).

5. Cacat Hukum

Cacat hukum dapat diartikan sebagai ketidaksempurnaan atau
ketidaklengkapan hukum, baik dalam suatu peraturan, perjanjian, kebijakan,
maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian
dengan undang-undang, sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam
konteks putusan pengadilan, cacat hukum dikenal juga dengan istilah cacat
formil. Cacat formil ini berkaitan dengan putusan yang menyatakan gugatan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Putusan niet ontvankelijke verklaard (“NO”) merupakan putusan yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.
M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa
berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat dalam suatu gugatan
antara lain (hal. 811):

a. Gugatan yang ditandatangani oleh pemberi kuasa berdasarkan surat
kuasayang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (1) HIR;

b. Gugatan tidak berdasar hukum;

c. Gugatan bersifat error in personaberupa diskualifikasi atau plurium litis

consortium;
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d. Gugatan mengandung cacat obscuur libel (alasan gugatan tidak berdasar
hukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangan
dengan alasan gugatan)1 atau melanggar yurisdiksi absolut atau relatif
(kompetensi), dan sebagainya;

e. Gugatan masih prematur.2"’

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 thn 2014 pasal 16 menjelaskan bahwa dalam

menjalankan jabatannya notaris wajib.:

a. Bertindak secaraamanah, jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan
melindungi kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan
hukum;

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. Melampirkan surat-surat dan dokumen serta sidik jari orang yang
didatangkan pada Minuta Akta;

d. Menerbirkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

e. Memberikan jasa sesuai dengan ketentuan U ndang-Undang ini,
kecuali jika terdapat alasan untuk menolaknya;

f. Menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya

dan segala keterangan yang diperoleh untuk keperluan pembuatan

Y M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., “Makna Cacat Hukum dan Contohnya,” hukum online,
2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-It556fa8a2b1100/.


http://www.hulkulmonline.com/klinik/al/alrti-calcalt-hulkulm-lt556fal8al2b1100/
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Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain;

g. Menjilid Akta yang dibuat dalam waktu 1 (satu) bulan ke dalam
buku yang memuat paling banyak 50 (lima puluh) Akta, dan apabila
jumlah Aktatersebut tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta
tersebut dapat dijilid kedalam lebih dari satu buku, serta mencatat
nomor Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap
buku;

h. Membuat daftar Akta proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak
diterimanya jaminan;

i. Membuat daftar Akta yang berhubungan dengan wasiat menurut
urutan pembuatan Akta setiap bulan;

J. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau
daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat untuk pencatatan
wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum paling lambat 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam buku catatan tanggal pengiriman daftar wasiat setiap
akhir bulan;

I. Membubuhkan materai atau stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang di sekelilingnya dicantumkan

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;



16

m. Membacakan Akta di hadapan penyaji dihadadapan sekurang-
kurangnya? (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus
untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh penyaji, saksi, dan Notaris; dan

n. Menerima calon magang Notaris.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
NO | Nama Peneliti Judul Dan Tahun Hasil Penelitian
1. | Jurnal: Bina| Tanggung Jawab | Pembuatan akta otentik,

Mulia Hukum | Notaris Terhadap Akta | apabila Notaris tidak
Yang Cacat Hukum | menaati ketentuan
Dan Tidak Sesuai | Undang-Undang Jabatan
Dengan Ketentuan | Notaris maka  wajib
Pembuatan AktaDalam | membayar ganti rugi.
Undang-undang Jabatan | Namun dalam putusan
Notaris. (2021) Pengadilan Negeri
Cibinong terjadi
kekeliruan karena sanksi
yang dijatuhkan tidak
sesuai dengan alat bukti
yang menunjukkan adanya
pelanggaran Pasal 44 yang

dilakukan oleh Notaris.
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Putusan pengadilan
tersebut dinilai kurang
tepat dan perlindungan
hukum yang diharapkan
tidak terlaksana, karena
pengadilan tidak
menjatuhkan putusan ganti
rugi kepada  Notaris.
Disarankan kepada Notaris
agar lebih cermat dalam
menaati ketentuan undang-
undang dalam membuat
dan menandatangani akta,
serta kepada pengadilan
agar lebih cermat dalam
menilai alat bukti dan
memberikan putusan yang

adil.

Jurnal:  Onni
Indriza Qurani,

S.H.

Peran Dan Tanggung
Jawab Notaris atas Akta
Wasiat Yang Dibuat Di

Hadapannya. (2023)

1. Kedudukan AktaWasiat
Akta wasiat yang dibuat
dihadapan Notaris tetapi
tidak didaftarkan tetap sah

sebagai akta otentik dan
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tidak batal demi hukum.
Namun untuk
pelaksanaannya diperlukan
putusan pengadilan.

2. Tanggung Jawab
Notaris Notaris
bertanggung jawab secara
perdataapabila parapihak
dirugikan oleh
perbuatannya. Dalam
hukum perdata, Notaris
dapat dikenakan sanksi
berupa penggantian biaya,
ganti rugi, dan bunga.
Selain tanggung jawab
perdata, Notaris juga dapat
dikenakan sanksi
administratif jika

melanggar hukum.

G. Metode Penelitian

Metodologi atau metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan

menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat
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dan tepat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menarik
kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau
menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan
manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan suatu sistem
norma, sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas hukum,
sistematika hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan
jabatan Notaris.'® Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya
pada ketentuan-ketentuan hukum positif, tahapan-tahapan kajian (analisis)
dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif yang memuat
konsep-konsep penjelas dan hakikat masalah penelitian."® Penelitian ini
dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kajian kepustakaan atau data
sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, yaitu memanfaatkan telaah dokumen dan pendapat para ahli yang
berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan

pada konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum,

*® peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum , (: Kencana 2011), him.141. 38,” n.d., 38-43.

¥ Dr. DJULAEKA, SH.MH. BUKU AJAR: Metode Penelitian Hukum. Diedit oleh
SH.M.Hum. Dr. DEVI RAHAY U, 2020.
https://books.google.com/books/about/BUKU_AJAR.htmlI?hl=id&id=alrFUDWAAQBAJ .
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dan tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan-

peraturan hukum.”
Pendekatan Penelitian
Pada penulisan ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang
bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan
melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :

1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang terkandung di
dalamnya saling berkaitan secara logis;

2) All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi
kekurangan hukum;

3) Sistematic bahwaselain saling terkait satudengan yang lain, norma-

norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penulis jJuga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang
merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif
dengan membangun argumen hukum dari kasus-kasus tertentu , yang

bertujuan untuk mencari keadilan dan solusi terbaik atas peristiwa hukum

2 SH M.Hum Dr.Muhaimin., “Metode Penelitian Hukum,” Metode Penelitian Hukum 1

(2020).
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yang terjadi sesuai dengan asas keadilan. Pendekatan ini dilakukan
dengan caramengkaji kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang
dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
. Sumber Bahan Hukum
Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber
hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari kepustakaan.
Padapenelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan
situs web yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian, sumber
bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sumber bahan
hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dijawab, yakni :
Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-
undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau
pendapat para ahli hukum.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
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sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet dan lain
sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.**
d. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpul datayang digunakan dalam penelitian dikumpulkan
dengan cara melakukan penelusuran (searching) internet dan studi
dokumentasi, baik melalui perpustakaan maupun mediainternet yang
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
e. Analisis Data
Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara
kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan

Putusan Pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk memberikan
kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap
bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian
hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun
sistematika, sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

! Masfi Sya’fiatul Ummah, Title, Sustainability (Switzerland), vol. 11, 2019, 21,
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0
Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT
_STRATEGI_MELESTARI.


http://sciotecal.calf.com/bitstrealm/halndle/123456789/1091/RED2017-Eng-
http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciulrbeco.2008.06.005%250
http://www.resealrchgalte.net/pulblicaltion/305320484_SISTEM_PEMBETUlNGAlN_TERPUlSAlT
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Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan,
Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka
Konsep, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta
Sistematika Penulisan.

BAB I1: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam
pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum bedasarkan
undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

BAB I1l: PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan
dari permasalahan yang diteliti yaitu tanggung jawab notaris dalam
pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum bedasarkan undang
undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan
kesimpulan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah

dilakukan pada bab sebelumnya.
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